PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI  UNDANG- UNDANG
REPUBLI K | NDONESI A ( PERPU)
NOMOR 53 TAHUN 1960 (53/1960)
TENTANG
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PAJAK DI VI DEN

PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

Meni nbang

a. bahwa Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang No. 12
tahun 1959 (Lenbaran-Negara 1959 No. 105) tentang Pajak
D viden, sebagainmana sejak itu diubah dan ditanbah terakhir
dengan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang No. 24
tahun 1959 (Lenbaran-Negara tahun 1959 No. 141); berhubung
dengan perkenbangan- per kembangan keadaan ternyata perlu
di senpur nakan

b. bahwa ol eh karena keadaan nenmaksa soal tersebut diatur dengan
Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang; Mengingat
pasal 23 ayat (2) juncto pasal 22 ayat (1) Undang-undang
Dasar,

Mendengar :
Misyawar ah Kabi net Kerja pada tanggal 28 Desenber 1960;

MEMUTUSKAN :

Menet apkan:
Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang-undang tentang
per ubahan dan tanbahan Pajak D vi den.

Pasal |.

Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang No. 12 tahun 1959
(Lenbar an-Negara 1959 No. 105) tentang Pajak D viden ditanbah
sebagai beri kut

Sesudah pasal 4 disisipkan pasal 4a yang berbunyi sebagai berikut:
Pajak Dividen tidak terhutang dari penbayaran bunga atas surat-
surat obligasi yang dikeluarkan oleh Penerintah Pusat dan
Pemer i ntah Daer ah

Pasal I1.

Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang-undang ini mulai berl aku
pada hari diundangkan dan untuk pertama kalinya berlaku terhadap
hasil saham yang dibayarkan atau disediakan untuk dibayarkan
set el ah tanggal 31 Desenber 1959.

Agar supaya setiap orang menget ahui nya  neneri nt ahkan

pengundangan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini
dengan penenpat an dal am Lenbar an- Negar a Republ i k | ndonesi a.

D tetapkan di Jakarta



pada tanggal 29 Desenber 1960.
Presi den Republ ik I ndonesi a,

ttd.
SCEKARNO

D undangkan di Jakarta,
pada tanggal 20 Desenber 1960.
Pej abat Sekretaris Negara,

ttd.
SANTCSO,

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI  UNDANG- UNDANG
NOVCR 54 TAHUN 1960
TENTANG
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PAJAK Di VI DEN

UMUM

Dengan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang No. 12
tahun 1959 (L.N. 1959 No. 105) yang mnul ai berl aku sejak tanggal 1
Januari 1960, peraturan Pajak D viden tel ah di perluas sehi ngga
bunga obligasi merupakan obyek dari pajak Di viden. Dal am
Peraturan tersebut tidak di bedakan antara obligasi-obligasi yang
di kel arkan ol eh Pemerintah Pusat/ Daerah dan obligasi yang
di kel uar kan ol eh badan- badan hukum | ai nnya.

Ber hubung dengan sifat dan tujuan surat obligasi yang
di kel uarkan ol eh Peneri ntah berlai nan sekali dengan surat
obl i gasi yang di kel uarkan ol eh badan-badan hukum maka perlu pul a
di adakan penbedaan antara kedua macam obligasi itu dal am | apangan
penmungut an paj ak. \Wal aupun bunga obl i gasi Penerintah di bebaskan
dari pengenaan Pajak Dividen ini tidak berarti bahwa hasil
sedem ki an itu bebas sama sekali dari pengenaan pajak. Hasil itu
t oh nmerupakan pendapatan seseorang sehi ngga akhirnya di kenakan
paj ak pendapat an/ perser oan pada orang atau badan yang nenerima
hasi | itu.

Dengan dem ki an yang nenperol eh manfaat dari penbebasan itu
akhi rnya hanya orang-orang yang tidak nenjadi subyek pajak
pendapat an dan badan- badan yang bukan subyek dari paj ak Perseroan
seperti : perkunpul an-perkunpul an, yayasan dan dana-dana yang
ti dak nel akukan perusahaan, atau yang nel akukan perusahaan yang
di t uj ukan untuk kepenti ngan masyarakat unum Berdasarkan itu nmaka
dana- dana pensiun dan yayasan tersebut diatas yang tidak
nmel akukan perusahaan, akan tetapi hanya nenperbungakan uangnya
(bel eggen) pada obligasi Penerintah, untuk hasil obligasi itu
ti dak akan kena paj ak, bai k Pajak D viden maupun Paj ak Per seroan.

Sebal i knya bagi Perseroan-perseroan Terbatas, wal aupun hasil
obl i gasi Penerintah tidak di kenakan Paj ak Di vi den, pada akhirnya



t oh di kenakan paj ak perseroan karena hasil itu merupakan bagi an

| aba yang di perol eh dari nodal yang di gunakan dil uar perusahaan.
Yayasan termasuk dal am obligasi Penerintah ialah antara lain

obl i gasi yang di sebut obligasi ngara yaitu :

1. 3 % Pinjaman R 1. 1950

2. 6 % Pi nj aman (bl i gasi Berhadiah 195 9

3. 3% % Pi nj aman Konsol i dasi 1959

4. :

a 3 % obligasi B.I.N per 1969
b. 3 % ol igasi B.I.N per 1970
C. 3 % bl igasi B.I.N per 1971.
d. 52 % obligasi B.I.N per 1972
e 5%2 % bl igasi B.I.N per 1974.

PASAL DEM PASAL.

Cukup j el as.

CATATAN

Kut i pan: LEMBARAN NEGARA DAN TAVBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960
YANG TELAH DI CETAK ULANG

Sunber: LN 1960/ 171; TLN NO 2114



